BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI KEPADA PENGGUNA BARANG YANG TIDAK
MENYERAHKAN BARANG MILIK DAERAH DAN TATA CARA PENGGUNAAN

Menimbang

Mengingat

BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3)

dan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Tata
Cara Pengenaan Sanksi Kepada Pengguna Barang Yang Tidak
Menyerahkan Barang Milik Daerah dan Tata Cara Penggunaan
Barang Milik Daerah dengan Peraturan Bupati;

. 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);
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(2) Pengguna Barang melaporkan berakhirnya penggunaan
Barang Milik Daerah untuk dioperasikan pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling
lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Berita cara Serah
Terima (BAST), dengan melampirkan fotokopi Berita Acara
Serah Terima (BAST).

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 40

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan
Barang Milik Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 September 2025

BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 20 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 46



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR g 46 TAHUN 2025
TANGGAL . 20 SEPTEMBER 2025

TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI KEPADA PENGGUNA BARANG
YANG TIDAK MENYERAHKAN BARANG MILIK DAERAH DAN TATA CARA
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

A. FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
OLEH BUPATI PASURUAN BERUPA:

a. Tanah Dan/Atau Bangunan;
b. Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Mempunyai Bukti Kepemilikan;

dan

c. Tanah Dan/Atau Bangunan, Serta Selain Tanah Dan/Atau Bangunan,
Apabila Tidak Didelegasikan Bupati Pasuruan Kepada Pengelola Barang.

BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR .......o....... (1)

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN .......... (2)

Menimbang

Mengingat

BUPATI PASURUAN,

:bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2024, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun .......... (2);

.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;
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(8) Diisi bulan terjadinya perjanjian.

(9) Diisi tahun terjadinya perjanjian.

(10) Diisi tempat terjadinya perjanjian

(11) Diisi dengan Nama Pengguna Barang yang memiliki status penggunaan
(12) Diisi dengan nama pipinan Pihak Lain.

(13) Diisi kegunaan penggunaan Barang Milik Daerah.

(14) Diisi dengan nama rincian barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi Barang Milik Daerah

(15) Diisi dengan kode Barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi Barang Milik Daerah

(16) Diisi dengan luas atau jumlah dengan satuan m?, unit, ...dst Barang.
(17) Diisi dengan spesifikasi barang.

(18) Diisi dengan alamat/lokasi barang.

(19) Diisi dengan hal-hal lain yang dianggap perlu

(20) Diisi dengan jangka waktu sesuai surat persetujuan Bupati Pasuruan.

(21) Diisi dengan Pangkat/Golongan Pengguna Barang yang memiliki status
penggunaan.

(22) Diisi dengan jabatan Pihak Lain.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO





